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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka menjamin pengembangan karier Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara
selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi
melalui penetapan pola karier Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selama
pengabdiannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pola
Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
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10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut
Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3138);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1),
dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
141);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimaan telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4015);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);
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Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 31 Tahun 2008
tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dengan Persetujuan
KOMISI PEMILIHAN UMUM

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG POLA KARIER

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.

Pegawai Negeri Sipil,

yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota adalah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dari Instansi lain;
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1)

)

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil
dalam rangkaian susunan Pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian;

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan suatu satuan organisasi Negara;

Jabatan Struktural adalah jabatan secara jelas ada dalam struktur organisasi dan dibedakan
menurut eselonisasi, mulai dari eselon IV sampai dengan eselon I;

Jabatan Fungsional tertentu adalah jabatan yang menunjukan tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak seorang PNS dalam satu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang
Pegawai Negeri Sipil dalam susunan organisasi;

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT
adalah Tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang,
dalam pengangkatan, pemindahan perpanjangan batas usia pensiun dan pemberhentian
dalam dan dari jabatan struktural Eselon Il ke bawah;

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan
dan/atau memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pola Persyaratan Jabatan adalah suatu pola yang berisi rangkuman persyaratan umum dan
khusus bagi jabatan struktural di jajaran Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kaota;

Usia adalah usia maksimal seseorang yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2002;

Masa kerja adalah masa pengabdian Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang Pegawai
Negeri Sipil, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;

Prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian, dimana pengangkatan seseorang untuk
menduduki sesuatu jabatan atau untuk naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi
yang dicapai oleh pegawai yang diangkat;

Sarjana adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang
Strata 1, Pasca Sarjana dan/atau Program Doktor;

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah pendidikan dan pelatihan yang
dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural;

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan
bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan dan telah menduduki jabatan fungsional,

Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah pendidikan dan pelatihan ketrampilan atau
penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga
mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 2

Pola Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur perkembangan Karier
yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan
pelatihan, kompetensi, serta masa jabatan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi
perjalanan karier PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan
pensiun, baik gerakan posisi PNS secara horisontal atau vertikal yang selalu mengarah pada
tingkat posisi yang lebih tinggi.

Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh jabatan PNS selama masa
kerjanya.


http://www.djpp.depkumham.go.id

) 2012, No. 256

Pasal 3

(1) Susunan Pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk menjamin kepastian arah

pengembangan Karier PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, mulai dari Kkarier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan
kompetensi dan prestasi yang dimilikinya.

(2) Susunan Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan untuk :

1)

)

®3)

(4)

()

(6)

a. mendayagunakan se-optimal mungkin PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
sesuai dengan jenjang dan kompetensinya;

b. membina kemampuan, kecakapan, dan keterampilan secara efisien, efektif dan rasional,
sehingga potensi, energi, bakat, minat dan motivasi PNS di lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tersalur secara objektif ke arah
tujuan organisasi;

c. menyerasikan kemampuan, kecakapan dan keterampilan PNS di lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan jenjang dan jenis
penugasan dalam jabatan yang tersedia untuk menghasilkan prestasi kerja yang
optimal;dan

d. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan sehingga mampu memberi
motivasi kerja dan pengembangan potensi diri bagi PNS di lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai sumber daya manusia
berkualitas.

BAB Il
PEMBINAAN KARIER
Pasal 4

Pembinaan Karier PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di mulai sejak pengangkatan seseorang sebagai PNS
hingga pensiun atau berhenti

Pembinaan PNS dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sistem
karier dan prestasi kerja.

Sistem Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu sistem kepegawaian,
dimana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang
dalam pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat
objektif lainnya yang menentukan.

Sistem Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu sistem kepegawaian,
dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki sesuatu jabatan atau untuk naik pangkat
didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai yang diangkat, kecakapan
tersebut harus dibuktikan dengan lulus ujian dinas dan prestasi dibuktikan secara nyata,
sistem prestasi kerja tidak memberikan penghargaan terhadap masa kerja.

PNS yang mendapat tugas belajar/ijin belajar dengan nilai terbaik atau berprestasi dan
melakukan inovasi yang bermanfaat bagi organisasi, memperoleh kesempatan untuk
promosi.

Pembinaan Karier pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi
dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, menjamin perpindahan PNS antar wilayah kerja di
lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota.
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